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ABSTRACT 
Debt and credit agreements entered into by debtors and creditors who are the object of 
certificate guarantee, there are many disputes over the object being collateralized, among 
others through the delivery of sale and purchase. In providing trade payables with a promise 
to provide certain debt, which is stated as an inseparable part of the related debt agreement. 
So that the problem arises, namely how the legality of buying and selling land as collateral for 
debt and credit. As well as how the legal protection provided to parties related to debts and 
receivables for land collateral under a sale and purchase agreement according to Indonesian 
positive law. The type of research in this writing is normative legal research. The types of 
approaches used are the Statute Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. In the 
legality of the sale and purchase of land as collateral for debt, it must meet the legal 
requirements of the agreement in Article 1320 of the Criminal Code so that the agreement is 
considered valid in the eyes of the law. 
Keywords: Legality, Pitang Debt, Buying and Selling. 
ABSTRAK 
Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh debitur dan kreditur yang objeknya berupa 
jaminan sertifikat, banyak terjadinya sengketa dalam benda yang dijaminkan antaranya melalui 
penyerahan jual beli. Dalam pemberian utang piutang dengan janji untuk memberikan utang 
tertentu, yang dituangkan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang 
bersangkutan. Sehingga adanya permasalahan yaitu bagaimana keabsahan jual beli tanah 
sebagai jaminan utang piutang. Serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada 
para pihak berkaitan dengan utang piutang atas jaminan tanah dengan perjanjian jual beli 
menurut hukum positif indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum 
normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute 
Approach) pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan konsep (Conseptual 
Approach). Dalam keabsahan jual beli tanah sebagai jaminan utang piutang harus memenuhi 
syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPer agar perjanjian yang dilakukan di anggap sah 
dimata hukum.  
Kata Kunci: Keabsahan, Utang Pitang, Jual Beli. 
PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang berupaya keras untuk bisa 
mewujudkan tujuan nasionalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memajukan 
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perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia alinea ke-4, yaitu dalam kalimat memajukan kesejahteraan umum. Negara 
bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia secara keseluruhan, dalam 
pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
”.4 
Lahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal dan 
mata pencaharian. Fungsi dari lahan juga berbeda-beda tergantung dari pihak yang 
memanfaatkannya. Misalnya, petani memanfaatkan lahan sebagai sumber produksi makanan 
untuk keberlangsungan hidup. Pihak swasta memanfaatkan lahan untuk berinvestasi atau 
modal. Pemerintah memanfaatkan lahan sebagai tempat yang ditujukan untuk kepentingan 
rakyat. Kepentingan setiap pihak yang berbeda-beda tersebut terkadang menimbulkan tumpang 
tindih untuk mewujudkan kepentingannya masing-masing. Namun, lebih sering bahwa lahan 
yang digunakan untuk pertanian dapat beralih fungsi untuk mewujudkan kepentingan lainnya.5 
Tanah juga menempati posisi yang sangat penting dalam kerangka pembangunan sehingga 
tanah ditempatkan sebagai modal pembangunan. Dasarnya masalah pertanahan yang kita 
hadapi sekarang ini dapat menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan, sehingga 
pembaruan dalam hukum pertanahan nasional kita sangat diperlukan. Tanah juga dapat 
dijadikan sebagai properti jaminan atas hutang piutang karena sifat tanah yang relatif 
dipandang cukup baik yang mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi dan stabil sehingga 
dapat diterima oleh berbagai lembaga jaminan baik itu perbankkan maupun lembaga lainnya.6 
Lembaga jaminan yang dimaksud merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah 
atas suatu benda yang di jaminkan. Lembaga jaminan yaitu berupa Hak tanggungan, Gadai, 
dan Fidusia. Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah hak benda milik debitur 
atau pihak ketiga yang ikut sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak 
ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi, yang pertama, untuk pembayaran 
utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau 
menjual jaminan tersebut. Kedua sebagai akibat dari fungsi pertama, atau bagi indektor penentu 
jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada pihak debitur.7 
                                                 
4 Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. 
5  Isdiyana K A dan Benny K. H, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat 
Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia, JU-Ke,Vol. 2., No.2 h. 122-130 
6 Efendi Parangin, (2002) Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. ix 
7 Zaeni Asyhadie, dan Rahma Kusumawati, (2018), Hukum Jaminan Di Indonesia, Depok: Raja Grafindo 
Persada. Hlm. 1. 
Innike Ilena Aprilia, Penyerahan Objek Agunan dengan... 
729 
 
Dalam kajian hukum perdata dikenal hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan 
dan secara khusus menjadi objek kajian hukum jaminan, dalam hukum perikatan perjanjian 
yang berkaitan dengan jaminan dipahaminya sebagai perjanjian yang bersifat accesoir, 
perjanjian tambahan yang diperjanjikan untuk mem-back up kepastian kontra prestasi yang 
diperjanjikan dalam perjanjian utama, dan karena sifatnya dwingen recht maka hukum jaminan 
yang mengatur pokok pokok dari perjanjian accesoir harus mampu memberikan kepastian atas 
terwujudnya kontra prestasi tersebut.8 
Sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar terjadi perjanjian 
yang sah, hanya perlu dipenuhi empat syarat: 
1. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. Suatu pokok persoalan 
4. Sebab yang halal/tidak terlarang 
Adanya syarat sahnya perjanjian dalam isu ini digunakan untuk melakukan suatu perjanjian 
jual beli yang benar dan sesuai syarat yang ditentukan pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga 
dengan adanya syarat sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi semua unsur yang 
sudah dicantumkan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Manakala dalam hal ini para pihak tidak 
dapat memenuhi unsur tersebut maka dapat di katakan perjanjian yang dilakukan tidak sah. 
Berbeda halnya apabila suatu syarat sahnya perjanjian terpenuhi dengan baik maka perjanjian 
tersebut di anggap sah menurut hukum. 
Dalam perjanjian jual beli terdapat suatu kewajiban kewajiban bagi penjual dan pembeli. 
Menurut pasal 27 Undang-Undang 1893 menentukan kewajiban-kewajiban pokok para pihak 
yaitu: “Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli yaitu 
menerima barang dan membayar harganya sesuain dengan perjanjian. Berkaitan dengan 
pembayarannya, biasanya ditetapkan oleh perjanjian awal yang ditentukan. Sedangkan 
penerimaan barang, pembeli berhak menolak barang apabila si penjual telah melanggar 
perjanjian. Artinya barang yang dijual tidak sesuai.9 
Apabila terjadi hal yang merugikan dari pihak pembeli ataupun penjual yang mana dalam 
hal tersebut melanggar salah satu kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, berdasarkan 
perjanjian boleh melakukan suatu upaya hukum. Dimana upaya hukum tersebut berfungsi 
sebagai jalan tengah untuk mendapat suatu bentuk ganti rugi yang telah dilakukan pihak yang 
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wanprestasi. Yang mana upaya hukum berbentuk ganti rugi karena melanggar perjanjian yang 
telah disepakati, sehingga dapat dituntut sebagai hak walaupun tidak ada ganti kerugian yang 
nyata/real, jumlahnya boleh nominal. Ukuran ganti rugi yang diberikan biasanya sesuai dengan 
persoalan yang terjadi. 
Ukuran ganti rugi adalah kerugian yang diramalkan sebagai bentuk wanprestasi yang 
dilakukan oleh penjual. dan apabila syarat yang dilanggar oleh penjual itu adalah syarat pokok, 
pembeli mempunyai hak untuk menolak barang-barang itu dan membatalkan perjanjian 
tersebut. Akan tetapi apabila pihak pembeli dengan tegas menerima kecacatan benda yang 
dijual maka upaya hukum yang diajukan oleh pembeli akan lenyap. 
Menurut pasal 30 yang berkenaan dengan penolakan apabila barang yang diperjual belikan 
tersebut terdapat kerusakan/cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian. 
1. Apabila penjual menyerahkan barang yang dijual tidak sesuai dengan kesepakatan 
antara jumlah barang yang ditentukan maka si pembeli dapat menolak pengiriman itu, 
atau dapat diterima sisa barang yang telah diserahkan dengan pengecualian harga 
dikurangi sesuai dengan jumlah barang yang diserahkan. 
2. Apabila penjual menyerahkan jumlah yang terlalu besar, pembeli boleh menolak 
barang yang telah diserahkan, akan tetapi apabila penjual menerima barang tersebut 
maka penjual dapat menambah harga sesuai dengan barang yang dikirim. 
3. Apabila penjual menyerahkan barang-barang yang sesuai dengan perincian dalam 
perjanjian dan sebagian tidak, maka pembeli boleh menerima sebagian yang sesuai 
dengan perjanjian dan menolak sebagian sisanya, atau menolak keseluruhannya. 
Dapat dicatat bahwa semua ketentuan ini hanya untuk mempengaruhi hak-hak pembeli 
untuk menolak barang-barang dan mengahiri perjanjian. Dengan demikian fungsi dari upaya 
hukum yaitu pembeli dapat menggugat penjual untuk memperoleh ganti rugi dalam batas 
jangka waktu enam tahun. Upaya hukum juga terdapat bagi penjual, yang mana isi dari upaya 
hukum tersebut yaitu berkaitan dengan gugatan untuk memperoleh harga barang dan ganti rugi 
karena tidak ada penerimaan/penyerahan.10 
Gugatan untuk memperoleh harga barang artinya hak milik atas barang telah diserahkan 
kepada pembeli, atau apabila tanggal yang ditentukan untuk pembayaran telah ditetapkan dan 
telah lewat, sehingga penjual dapat menggugat untuk memperoleh harga yang ditentukan 
dalam perjanjian. Ganti rugi karena tidak ada penerimaan artinya apabila pembeli menolak 
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menerima barang tersebut penjual boleh menuntut ganti rugi atas barang yang diserahkannya. 
Sehingga dalam hal ini munculah hak penjual atas barang yang tidak dibayar yaitu: 
1. Hak menahan penyerahan barang yang tidak dibayar. Hak ini timbul apabila barang 
barang masih dalam kekuasan penjual. Berdasarkan pasal 41 dan 39 ayat (2), penjual 
mempunyai hak untuk menahan penyerahan dan menahan barang sampai barang 
tersebut dibayar. harus dicatat pasal-pasal ini tidak memberikan hak kepada penjual 
untuk menjual kembali barang-barang itu, melainkan hanya menahan saja. Dan 
seketika hak menahan itu segera lenyap setalah penjual melepaskan barang itu baik 
kepada pembeli maupun kepada wakilnya, atau kepada pengangkutnya. 
2. Hak untuk menghentikan dalam perjalanan. Menurut pasal 44 hak ini timbul apabila 
barang-barang itu berada dalam perjalanan dari penjual kepada pembeli, dan pembeli 
menjadi insolvent. Penjual dapat memerintahkan kepada pengangkut untuk 
menyerahkan kembali barang-barang itu kepada penjualnya. 
3. Hak menjual kembali. Apabila penjual yang tidak dibayar itu telah menahan barang-
barangnya, ia akan memperoleh hak untuk menjual kembali barang-barang itu dalam 
tiga hal: 
a) Apabila barang itu tidak tahan lama. 
b) Apabila penjual yang tidak dibayar itu memberitahukan kepada pembeli mengenai 
maksudnya untuk menjual kembali, dan pembeli dalam waktu yang layak tidak 
membayar atau menawar harga 
c) Apabila dalam perjanjian perjualan mencadangkan dengan tegas hak untuk menjual 
kembali seandainya pembeli lalai. 
Dengan demikian kedudukan perjanjian jual beli terdapat pada kesepakatan yang telah 
disahkan, sehingga dapat menimbulkan perbuatan hukum dengan bentuk perjanjian. Yang 
mana jual beli akan sah apabila para pihak memenuhi syarat syarat yang tercantum dalam pasal 
1320 KUHPerdata. Dengan sahnya perjanjian maka terjadi peralihan kepemilikan dari penjual 
ke pembeli selama tidak menyalahi aturan yang telah disepakati. 
Dalam jual beli juga mengenal hak dan kewajiban yang tertuang didalamnya, wajib artinya 
para pihak harus mematuhi perjanjian yang telah disepakati tersebut, apabila salah satu pihak 
melakukan wanprestasi atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka pihak penjual 
atau pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi dengan perantara melalui dalam bentuk upaya 
hukum. dalam jual beli telah dijelaskan bahwa suatu benda dapat beralih kepemilikan secara 




mutlak, berbeda dengan peralihan secara sementara yang mana benda dapat beralih kekuasaan 
dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. 
Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang bagaimana keabsahan 
jual beli tanah sebagai jaminan utang piutang. Serta bagaimana perlindungan hukum yang 
diberikan kepada para pihak berkaitan dengan utang piutang atas jaminan tanah dengan 
perjanjian jual beli menurut hukum positif indonesia. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk bagaimana keabsahan jual beli tanah sebagai jaminan 
utang piutang. serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada 
para pihak berkaitan dengan utang piutang atas jaminan tanah dengan perjanjian jual beli 
menurut hukum positif indonesia. 
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 
normatif adalah penelitian yang mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dalam suatu tata 
hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Maka 
penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum 
teoritis/ dogmati. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Perundang-Undangan (Statute Approach) pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan 
konsep (Conseptual Approach). 
 
PEMBAHASAN  
Keabsahan Jual beli Tanah Sebagai Jaminan Utang Piutang 
Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan dalam Bahasa belanda 
“zakerheidesstelling” atau dalam Bahasa inggris “security of law”.11 Dalam perspektif hukum 
jaminan, jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik debitur atau 
pihak ketiga yang ditetapkan dalam kesepakatan sebagai benda yang dapat dieksekusi pada 
saat debitur wanprestasi, sedangkan menurut perspektif hukum perbankan jaminan dibedakan 
dengan agunan, jaminan menurut Pasal 1 butir Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah 
suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang 
diperjanjikan, dan agunan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank dalam rangka pemberian 
fasilitas kredit. 
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Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi pertama, untuk pembayaran utang 
seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual 
jaminan tersebut, kedua sebagai akibat dari fungsi yang pertama, atau sebagai indikator 
penentu jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah 
pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.12 Pada zaman Pemerintahan 
Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan didasarkanpada 
buku II KUH Perdata dan Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb. 1973 
Nomor 190 tentang Creditverband. Lembaga jaminan yang dikenal dalam Buku II KUH 
Perdata adalah gadai dan hipotek, dimana gadai diatur dalam Pasal 1150KUH Perdata - Pasal 
1161 dan hipotek diatur melalui Pasal 1162 KUH Perdata - Pasal 1232 KUH Perdata. 
Terbatas pada objek berupa benda tidak bergerak dikenal beberapa lembaga jaminan yakni 
hipotek yang diberlakukan terhadap penduduk golongan pribumi dan creditverband yang 
diberlakukan bagi orang bumi putra (Indonesia asli). Hak atas tanah yang dapat dibebani 
hipotek dan creditverband adalah eigendom, erfact, opstal dan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dapat dibebani hak atas 
tanah dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha. Bagi orang eropa atau 
bukan orang bumiputra, berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hipotek.13 
Dalam perkembangannya hukum jaminan mengalami perubahan, pengaturan hukum 
jaminan tidak terbatas pada ketentuan yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata namun juga didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan lain yang dibentuk guna 
mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap lembaga jaminan dan hukum jaminan yang 
ideal. Atas dasar itu maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan yang mengatur pemberlakuan tanah sebagai objek jaminan disamping Undang-
Undang lain dengan objek benda bergerak meliputi:13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan diundangkan, 
diberlakukan dengan mencabut pemberlakuan lembaga jaminan atas benda tidak bergerak 
berupa tanah,14 sedangkan ketentuan yang lain merupakan lembaga jaminan yang lahir dan 
berlaku terhadap benda bergerak terbatas pada jenis benda tertentu. Hak tanggungan 
merupakan salah satu jenis dari hak jaminan disamping Hipotik, Gadai dan Fidusia. Hak 
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jaminan dimaksud untuk menjamin utang seseorang debitur yang memberikan hak utama 
kepada seorang kreditur tertentu, yaitu pemegang hak jaminan itu, untuk didahulukan terhadap 
kreditu-kreditur yang lain apabila debitur cidera janji. 
Dalam hal ini Pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan sebelum adanya lembaga hak 
tanggungan menggunakan kelembagaan jaminan hipotik, karena pada waktu itu hak atas tanah 
merupakan objek hukum dalam jaminan hipotik. Namun sesudah berlakunya UUHT, 
pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan hutang piutang tidak lagi menggunakan jaminan 
hipotik, melainkan menggunakan jaminan hak tanggungan.15 Hak Tanggungan diatur secara 
khusus dalam ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 
Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT). 
Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah Hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain, dengan objek jaminannya berupa 
hak-hak atas tana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.16 Dalam Hak Tanggungan terdapat Subjek dan Objek 
Hak Tanggungan. 
Menurut pasal 5 UUHT, suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu 
hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Artinya, bahwa suatu objek 
hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan sehingga terdapat pemegang 
hak tanggungan peringkat pertama, peringkat kedua dan seterusnya. Apabila suatu objek hak 
tanggungan dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak 
tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftrannya pada kantor pertanahan. Yang 
dimaksud dengan tanggal pendaftaran adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara 
lengkap surat-surat yag diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari 
libur, buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari berikutnya. Agar pembuatan buku 
tanah hak tanggungan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang 
berkepentingan dan mengurangi jaminan kepastian hukum. 
Menurut pasal 23 huruf (f) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemberian 
hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT). Bagi pemegang 
hak tanggungan tidak ada persyaratan khusus, ia bisa orang perseorangan, bisa badan hukum, 
bisa orang asing, bisa badan hukum asing baik yang berkedudukan di Indonesia ataupun di luar 
                                                 
15 Rachmadi Usman, (2011), Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 305. 
16 Suardi, 2005, Hukum Agraria, Jakarta: Badan penerbit Iblam, Hlm. 163. 
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negeri, sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di 
wilayah Negara Republik Indonesia. 
Ketentuan hukum dalam hak tanggungan mempunyai kedudukan antara para pihak yang 
sedang bersengketa yang mana dalam mencermati hak tanggungan yang terdapat pada pasal 1 
UU No. 4 tahun 1996tentang Undang-Undang Hak Tanggungan, dapat disimpulkan bahwa hak 
tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakn kepda kreditor tertentu terhadap kreditor-
kreditor lain. Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa jika debitur cedera janji, 
kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelngan umum tanah yang 
dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undngan yang bersangkutan dengan 
hak mendahulu daripada kreditor-kreditor lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang 
tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan hukum yang 
berlaku. 
Dengan demikian kedudukan hak tanggungan terletak pada suatu bentuk benda yang 
dijaminkan, dan benda yang dijaminkan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan 
oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam lembaga jaminan tidak hanya hak tanggungan 
yang menjadi suatu hak atas benda jaminan, tetapi berlaku pula hukum jaminan yang 
bersumber pada hukum adat adalah lembaga jaminan gadai Lembaga ini berlaku tidak saja 
terbatas pada benda bergerak namun juga berlaku pada benda yang tidak bergerak (termasuk 
didalamnya benda yang tidak bergerak berupa tanah). 
Hak gadai menurut KUHPerdata diatur dalam Buku ke II Bab XX Pasal 1150-1161. Dalam 
gadai mengenal istilah “pemberi” dan “pemerima atau pemegang gadai”. pemberi gadai adalah 
seseorang yang menyerahkan benda gadai, sedangkan penerima gadai atau pemegang gadai 
adalah kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.17 hak gadai tidak 
hanya menurut KUHPerdata, akan tetapi dalam masyarat berlaku hak gadai menurut hukum 
adat. 
Seperti halnya lembaga gadai yang lahir berdasarkan hukum negara, gadai menurut hukum 
adat timbul sebagai perjanjian tambahan (accesoir) atas perjanjian pokok, yang pada umumnya 
berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjan meminjam atau pinjam pakai. Gadai tanah 
pada umumnya tidak dibuat secara tertulis namun terbatas didasarkan pada prinsip saling 
mempercayai, hukum adat juga mengenal hak gadai sebagai sarana peminjaman piutang. Gadai 
sebagai institusi hukum di dalam hukum adat bukanlah suatu hal yang asing, walaupun 
                                                 
17 Subekti dan R. Tjitrosudibio, (1985), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PradyaParamita, 
Hlm. 297-298. 




mungkin antara satu daerah dengan daerah lain mempunyai penyebutan yang berbeda jual 
akad, jual gade, jual sando, akad, gade, agun, cideran, cinder, garal, gala).18 
Gadai sebagai perjanjian tanah memiliki sifat yang sementara, artinya kekuasaan 
menikmati suatu benda yang digadaikan bersifat sementara yang bergantung kepada lamanya 
perjanjian dibuat oleh pemberi dan pemegang hak. 
Dalam hukum adat hak gadai dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya yaitu: 
1. Gadai atas benda yang bergerak 
2. Gadai atas benda yang tidak bergerak 
Untuk melakukan suatu perbuatan hukum berupa gadai menurut hukum adat, biasanya 
melakukan perjanjian yang bersifat mengikat kedua belah pihak dilakukan didepan penghulu 
rakyat atau kepala desa. Dan apabila perjanjian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan kepala 
desa/lurah, maka isi perjanjian itu tidak berlaku dan mengikat terhadap pihak ketiga 
(lurah/kepala desa) akan tetapi apabila terjadi perselisihan dikemudian hari maka lurah/kepala 
desa tidak tersangkut paut dalam hal itu. Tetapi tanggung jawab lurah/kepala desa masi harus 
terlaksana apabila terjadi sengketa tersebut, berupa memberi bentuk arahan atau solusi 
sehingga persengketaan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.19 
Syarat-syarat peralihan hak milik atas tanah dalam hukum adat berlaku juga dalam hal 
gadai, mengingat gadai sebagai salah satu bentuk peralihan hak milik. Syarat-syarat tersebut 
adalah sebagai berikut:20 
1. Tunai. 
2. Terang, yaitu keikut sertaan kepala desa untuk mengetahui adanya adanya dan dalarn 
rangka sahnya serta perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalarn transaksi 
tersebut. Dalam kaitannya dengan gadai benda-benda selain tanah. Menurut Ter Haar 
berdasarkan praktek ditemukan beberapa macam gadai, yakni: 
1. Gadai biasa, 
2. Gadai jangka waktu, 
3. Gadai jangka waktu wajib tebus23 
Berdasarkan penjelasan semacam ini, orang dapat mengartikan bahwa dalam gadai benda-
benda selain tanah tidak diperlukan syarat terang. Dengan demikian sahnya peristiwa gadai 
benda-benda selain tanah terjadi pada saat pembayaran dan penyerahan benda yang digadaikan. 
                                                 
18 Rachmadi Usman, (2008), Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.37 
19 Th sardjito dan D. A Sumantri, (1998), Hukum dan. Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 540. 
20 Ter Haar Bzn, (1950), Gadai Adat dan Gadai Pohon, Jakarta: sinar, Hlm. 88- 89.  
23 Ibid., Hlm. 90-91. 
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Namun demikian dapat pula orang mengartikan pernyataan tersebut sebagai bahwa dalarn 
gadai bendabenda selain tanah, syarat terang tetap berlaku, tetapi penyerahannya dilakukan 
secara konkrit. 
Dengan demikian perbedaan antara gadai menurut hukum adat dengan hak tanggungan 
dimana objeknya adalah tanah, yaitu gadai menurut hukum adat mempunyai kekurangan disisi 
lemahnya hukum bagi pemberi gadai karena gadai dalam hukum adat tidak mengenal istilah 
Akta Pemberian Hak Tanggungan dimana fungsi akta tersebut yaitu sebagai jaminan apabila 
debitor cidera janji maka pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual objek hak 
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 
Sedangkan dalam hak tanggungan lebih kuat dimata hukum karena dalam lembaga jaminan 
menggunakan hak tanggungan apabila debitor dan kreditor melakukan hutang piutang dan 
objeknya tanah yang diberatkan dengan hak tanggungan maka akan diberikan Akta Pemberian 
Hak Tanggungan yang wajid di daftarkan di kantor pertanahan yang fungsinya sebagaimana 
dimaksud ayat (2) mempunyai kekuatan eksetorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
Menurut pasal 1457 KUHPerdata perjanjian jual beli merupakan satu perjanjian dimana 
satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri 
untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Dalam jual beli terdapat suatu kewajiban 
bagi para pihak, kewajiban bagi penjual dan kewajiban bagi pembeli, yang mana kewajiban 
bagi penjual yaitu menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menerima serta 
membayar sejumlah harga yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. 
Jual beli diatur dalam buku ke II KUHPerdata, bab kelima tentang “jual beli”. Salim 
mendefinisikan jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjajian yang dibuat antar pihak 
penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek 
jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk 
membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur yang tercantum dalam 
definisi tersebut harus adanya subjek hukum dan adanya kesepakatan antara dpenjual dan 
pembeli serta kewajiban yang harus timbul antara penjual dengan pembeli.21 
Dalam perjanjian jual beli mengenal adanya syarat sah nya suatu perjanjian dimana syarat 
tersebut merupakan suatu landasan atas adanya perjanjian jual beli Syarat sahnya jual beli 
dicantumkan pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 
                                                 
21 Ibid., Hlm. 49. 




kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.22 Sehingga 
dengan adanya syarat sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi semua unsur yang 
sudah dicantumkan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Manakala dalam hal ini para pihak tidak 
dapat memenuhi unsur tersebut maka dapat di katakan perjanjian yang dilakukan tidak sah. 
Berbeda halnya apabila suatu syarat sahnya perjanjian terpenuhi dengan baik maka perjanjian 
tersebut di anggap sah menurut hukum. 
Dalam perjanjian jual beli terdapat suatu kewajiban kewajiban bagi penjual dan pembeli. 
Menurut pasal 27 Undang-Undang 1893 menentukan kewajiban-kewajiban pokok para pihak 
yaitu: “Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli yaitu 
menerima barang dan membayar harganya sesuain dengan perjanjian. Berkaitan dengan 
pembayarannya, biasanya ditetapkan oleh perjanjian awal yang ditentukan. Sedangkan 
penerimaan barang, pembeli berhak menolak barang apabila si penjual telah melanggar 
perjanjian. Artinya barang yang dijual tidak sesuai.23 
Apabila terjadi hal yang merugikan dari pihak pembeli ataupun penjual yang mana dalam 
hal tersebut melanggar salah satu kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, berdasarkan 
perjanjian boleh melakukan suatu upaya hukum. Dimana upaya hukum tersebut berfungsi 
sebagai jalan tengah untuk mendapat suatu bentuk ganti rugi yang telah dilakukan pihak yang 
wanprestasi. Yang mana upaya hukum berbentuk ganti rugi karena melanggar perjanjian yang 
telah disepakati, sehingga dapat dituntut sebagai hak walaupun tidak ada ganti kerugian yang 
nyata/real, jumlahnya boleh nominal. Ukuran ganti rugi yang diberikan biasanya sesuai dengan 
persoalan yang terjadi. 
Ukuran ganti rugi adalah kerugian yang diramalkan sebagai bentuk wanprestasi yang 
dilakukan oleh penjual. dan apabila syarat yang dilanggar oleh penjual itu adalah syarat pokok, 
pembeli mempunyai hak untuk menolak barang-barang itu dan membatalkan perjanjian 
tersebut. Akan tetapi apabila pihak pembeli dengan tegas menerima kecacatan benda yang 
dijual maka upaya hukum yang diajukan oleh pembeli akan lenyap. Dengan demikian fungsi 
dari upaya hukum yaitu pembeli dapat menggugat penjual untuk memperoleh ganti rugi dalam 
batas jangka waktu enam tahun. Upaya hukum juga terdapat bagi penjual, yang mana isi dari 
upaya hukum tersebut yaitu berkaitan dengan gugatan untuk memperoleh harga barang dan 
ganti rugi karena tidak ada penerimaan/penyerahan. 24 
                                                 
22 Subekti dan Tjitrosudibio, op.cit., Hlm. 339. 
23 Abdulkadir Muhammad, (1986) Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, Hlm. 243. 
24 Suharnoko, (2001), Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana, Hlm. 45. 
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Dengan demikian kedudukan perjanjian jual beli terdapat pada kesepakatan yang telah 
disahkan, sehingga dapat menimbulkan perbuatan hukum dengan bentuk perjanjian. Yang 
mana jual beli akan sah apabila para pihak memenuhi syarat syarat yang tercantum dalam pasal 
1320 KUHPerdata. Dengan sahnya perjanjian maka terjadi peralihan kepemilikan dari penjual 
ke pembeli selama tidak menyalahi aturan yang telah disepakati. 
Perjanjian jual beli membuat para pihak yang berkepenting harus mematuhi sesui apa yang 
sudah di perjanjikan. Untuk itu dapat kita pahami bersama dalam jual bila jika dibedakan 
dengan gadai maka perbedaan mendasar adalah, bahwa jual beli merupakan satu perjanjian 
dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, dan pihak lain mengikatkan 
diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati (beralihnya hak). Sedangkan gadai 
merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak sebagai jaminan utang 
piutang, (masih mempunyai hak). 
Dalam suatu perjanjian terkait dengan sebab kausa yang halal sebagai mana yang terdapat 
dalam pasal 1320 KUHPerdata poin terakhir, yang mana dimaksud dengan kausa yang halal di 
sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau causa 
suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak. Pasal 1337 KUH 
Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang 
oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian 
yang mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum. 
Dalam syarat objek tertentu atau dapat ditentukan dan/atau sebab atau kausa yang halal 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat sah objektif dan bersifat mutlak, artinya 
perjanjian yang dibuat dan tidak memenuhi syarat objektif itu batal demi hukum (by law void), 
sejak perjanjian itu dibuat dianggap tidak pernah ada karena tidak mungkin mencapai tujuan, 
atau walaupun mencapai tujuan, pencapaian itu tidak diakui, tidak dibenarkan karena 
melanggar undang-undang (kausa tidak halal). Kebatalan (anullment) tersebut dimohonkan 
kepada dan melalui penetapan Pengadilan yang berwenang.25 
Salah satu ketentuan yang menyangkut penerapan pasal 1320 KUHPer tentang syarat 
sahnya suatu perjanjian, tidak mengggolongkan penyelahgunaan keadaan/keduduk itu kedalam 
kausa yang halal, sebab dalam pasal 1320 (4) KUHPer telah membatasi prinsip kebebasan para 
pihak tidak dibenarkan membuat perjanjian diatas kausa yang terlarang. Penyalahgunaan 
keadaan/kedudukan menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, 
                                                 
25 Abdulkadir Muhammad, op.cit., Hlm. 233. 




sebab menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi 
tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.26 
Dalam praktiknya kreditur berupaya menghindari larangan dengan membuat perjanjian 
jual-beli dengan hak memiliki barang yang dijaminkan. Dengan demikian untuk keabsahannya 
suatu jaminan utang piutang dengan jaminanya adalah tanah harus memenuhi unsur yang 
terdapat dalam syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata, dan diperkuat dengan adanya 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini yang dijaminkan adalah berupa hak milik 
atas tanah, jenis jaminannya ialah jaminan khusus yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan 
dengan Tanah. 
Untuk itu menurut analisis penulis sahnya jual beli tanah sebagai jaminan utang piutang 
tidak hanya didasarkan pada sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata 
tentang keabsahan tanah yang dijaminkan sebagai pelunasan utang piutang yang diberatkan 
dengan perjanjian jual beli menurut analisis penulis adalah suatu hal yang tetap dianggap salah 
dalam mata hukum, meskipun tidak ditegaskan secara jelas pasal yang mengatur suatu 
pelanggaran peralihan kepemilikan tanah sebelum debitur cidera janji atau wanprestasi isu ini 
tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dimana hal itu bertentangan dengan 
kewajiban hukum, hak orang lain dan kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian. Unsur kerugian 
tidak hanya bersifat material saja, tetapi juga kerugian immaterial seperti ketakutan, beban 
pikiran, dan sebagainya. 
Perlindungan Hukum yang di Berikan Kepada Para Pihak Berkaitan Dengan Sengketa 
Jual Beli Tanah Sebagai Jaminan Utang Piutang 
Pada zaman sekarang hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak 
terkecuali dengan membahas tentang perlindungan hukum. Dalam pembahasan ini secara tidak 
langsung berkaitan dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan 
hukum hal tersebut merupakan hal yang paling penting dari unsur suatu negara hukum, hal 
tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewaijban satu sama lain.27 
Perlindungan hukum ini timbul karena adanya suatu isu yang membahas tentang keabsahan 
suatu perjanjian utang piutang dengan perjanjian jual beli. Dimana perjanjian jual beli yang 
                                                 
26 Van Dunne, (1987), Diklat Kursus Hukum Perikatan yang Diterjemahkan Sudikno Mertokusumo, 
Yogyakarta, Hlm. 10. 
27 Bernhard Limbong, (2015), Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Margaretha Pustaka, 
Hlm. 6. 
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dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan keberlakuan pasal 1320 KUHPerdata, sehingga hal 
tersebut dapat dikatakan tidak sah menurut hukum karena berkaitan dengan asas 
penyalahgunaan keadaan/kedudukan dan termasuk perbuatan melawan hukum. Dengan 
demikian perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak untuk dapat memberikan kepastian 
hukum dan menjaga pemenuhan kepentingan serta hak-hak masing-masing pihak. 
Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak 
melakukan ingkar janji dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung kepada 
kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta 
dibawah tangan maka perlindungannya sesuai perlindungan terhadap Akta dibawah tangan. 
Sedangkan apabila dibuat oleh atau dihadapan Notaris maka dengan sendirinya aktanya 
menjadi akta Notaris sehingga kekuatan perlindungannya sesuai dengan perlindungan terhadap 
Akta Otentik. 
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan mertabat, serta pengakuan 
terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan 
hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat 
melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 
terpenuhinya hak-hak tersebut. 
Perlindungan hukum menurut Sulistyandari, dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum 
publik dan perlindungan hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat bekerja 
dengan adanya kesepakatan dengan pihak lain, sedangkan perbuatan dalam hukum publik yang 
dilakukan oleh pemerintah adalah perbuatan-perbuatan yang berdasarkan sifatnya 
menimbulkan akibat hukum di bidang hukum publik dan memiliki karakteristik yakni 
Keputusan -keputusan  pemerintah dalam hukum publik tersebut bersifat sepihak.28 
Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya suatu 
pelanggaran yang dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan 
memberikan rambu atau batasan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 
1491 KUHPerdata seharusnya penjual dalam melakukan transaksi jual beli harus menjamin 
terlebih dahulu bahwa penguasaan terhadap objek tersebut aman tanpa ada gangguan dari pihak 
manapun, dan menjelaskan hal-hal penting terkait objek tersebut dari cacat-cacat tersembunyi, 
hal tersebut termasuk dalam perlindungan preventif. Dikatakan bersifat sepihak, karena 
                                                 
28 Philips M. Hadjon, (1987), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, Hlm. 
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pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan 
tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (wilsovereenstemming) dengan pihak lain. Dalam 
keadaan demikian, jelas warga negara membutuhkan perlindungan hukum dari perbuatan 
pemerintah dalam hukum publik yang sepihak tersebut. 
Mendasarkan pada pendapat Van Wijk, H.D., dan Willem Konjinenbelt, terdapat beberapa 
alasan tentang urgensi perlindungan hukum dalam bidang hukum publik tersebut, yakni: 
1. Karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada 
keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan 
untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Karena itu warga negara 
dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk 
memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu 
bagi kehidupan dunia usaha. 
2. Karena hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi 
sejajar, warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. 
3. Karena berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan 
keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan 
intervensi terhadap kehidupan warga negara. 
Perbuatan keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (vrije bevoegdheid), akan 
membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Perlindungan hukum bagi 
masyarakat akibat perbuatan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari 
instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan perbuatan hukum, yang lazim 
digunakan adalah Perlindungan hukum bagi rakyat akibat perbuatan hukum pemerintah ada 
beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika 
melakukan perbuatan hukum, yang lazim digunakan adalah peraturan perundang-undangan 
dan keputusan. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan (beschikking) ditempuh 
melalui dua kemungkinan, yaitu upaya administratif (administratieve beroep) dan peradilan 
administrasi (administratieve rechtspraak). 
Dengan demikian bentuk perlindungan hukum akibat dari adanya sengketa dalam hal utang 
piutang dalam perjanjian jual beli dimana sengketa tersebut sudah dinyatakan tidak sah karena 
bertentangan dengan asas penyalahgunaan kedudukan dan tidak memenuhi syarat sahnya 
dalam jual beli menurut 1320 KUHPerdata, dengan demikian bentuk perlindungan hukum 
yang diberikan mengacu pada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yang diberikan 
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pemerintah yang sifatnya berupa kesepakatan sepihak yaitu bagi debitur dapat mengajukan 
gugatan ke pengadilan, serta dapat membatalkan gugatan tersebut. 
Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam bentuk hukum 
publik yaitu kreditur dapat menuntut pengembalian atas utang piutangnya. Konflik terkait jual 
beli sebagai jaminan utang piutang merupakan hal yang sudah banyak dikatuhui oleh umum 
dewasa ini, maka dari itu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, dalam Hukum publik 
dan hukum privat pengaturanya sudah sangat jelas untuk harus diikuti bagi para pihak yang 
berkonflik. Dan perlu adanya kesadaran bagi debitur untuk melunasi utang piutang agar tidak 
terjadi konflik yang diingin bagi para pihak. 
KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan 
1. Dalam pemberian Hak Tanggungan yang dimana tanah sebagai jaminan utang piutang 
harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yaitu, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk 
membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, sesuai yang tercantum dalam Pasal 
10 UUHT, Untuk itu suatu perjanjian tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat harus wajib dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 
2. Perlindungan hukum yang di berikan kepada para pihak berkaitan dengan sengketa jual 
beli tanah sebagai jaminan utang piutang ialah Perlindungan hukum publik dan hukum 
privat yang mana terjadinya suatu pelanggaran yang dicantumkan dalam suatu peraturan 
perundang-undangan dengan memberikan rambu atau batasan dalam melakukan suatu 
perbuatan hukum. Sehingga bentuk perlindungan hukum yang bersifat publik yang 
diberikan pemerintah kepada debitur yaitu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, serta 
dapat membatalkan gugatan tersebut, sehingga debitur mendapatkan suatu titik keadilan 
apabila kreditur melakukan sesuatu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan 
perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam bentuk hukum publik yaitu 
kreditur dapat menuntut pengembalian atas utang piutangnya sehingga kreditur dapat 
mendapatakan lagi haknya yang hilang. 
Saran 
1. Dalam keabsahan dalam suatu perjanjian yang dimana sah sesuai syarat suatu perjanjian 
1320 KUHperdata, dimana dalam peraturan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 




mengikat apabila jaminan atas tanah sebagai hutang piutang dalam perjanjian dibawah hak 
tanggungan tidak mempunyai akta otentik, untuk itu perlunya peran pemerintah ataupun 
penegak hukum dalam peraturan perundang-undang untuk memperhatikan para pihak yang 
melakukan perikatan sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, tapi tidak berkekuatan 
hukum tetap apbila tidak mempunyai akta otentik. 
2. Dalam membuat kebijakan atas undang-undang yang mana berkaitan dengan perlindungan 
hukum yang di berikan kepada para pihak dengan sengketa jual beli tanah sebagai jaminan 
utang piutang tidak terdapat ketentuan khusus perlindunganya jual beli yang dilakukan oleh 
para pihak. Hanya ketentuan perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah, yang diberikan ketentuan perlindungan hukumnya. Maka dari itu 
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